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PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN PASER

Rizal Fauzi Wibawa®

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang
pelayanan izin mendirikan bangunan oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Paser. Penelitian ini dilakukan di
Kabupaten Paser pada fokus penelitian pelayanan 1zin Mendirikan Bangunan,
yakni kesederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan dan biaya, kepastian
waktu pelayanan, akuras produk IMB, tanggungjawab penyelenggara
pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses memperoleh
informmasi pelayanan, kedisiplinan pemberi pelayanan, kenyamanan lingkungan
pelayanan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu dalam pelayanan |zin Mendirikan Bangunan di
Kabupaten Paser. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bentuk
data yaitu data primer yaitu informan dari BPMPPT dan informan dari
masyarakat yang sedang dan yang pernah mengurus IMB sedangkan data
sekunder yang sumber datanya dari profil BPMPPT. Penelitian ini menggunakan
teknik pengumpulan data yaitu persiapan memasuki  kancah  penelitian
(getting in), ketika berada di lokass  penelitian (getting along) dan
pengumpulan data (logging to data), melalui observasi, wawancara secara
mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data
model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.
Hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan IMB oleh BPMPPT Kabupaten
Paser sudah cukup baik meliputi prosedur pengurusan, akurasi produk,
tanggungjawab penyelenggara pelayanan, kejelasan persyaratan dan biaya serta
kedisiplinan pemberi pelayanan, hanya saja ada beberapa kekurangan yang
perlu diperbaiki, seperti sarana dan prasarana pendukung dan sosialisas yang
masih kurang efektif.

Kata kunci: 1zin Mendirikan Bangunan, Pelayanan

Pendahuluan

Otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang NomdraB@n 2014
tentang Pemerintahan Daerah adalah : “Hak, wewerdarg kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusamepntahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negasatuan Republik
Indonesia”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jmegadefinisikan daerah
otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutdigebut daerah, adalah
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kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bateyah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintdhankepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri lzekidas aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentaatayBnan
Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau raiagkkegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan pergterundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas bges®ay, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggataye@an publik.

Pelaksanaan otonomi daerah membuat pelayanan paidk dilakukan
oleh pemerintah mengalami perbaikan, dengan mekemapelayanan prima
yang berpola layanan satu pintu dan layanan safp antuk lingkup daerah
Kabupaten Paser, salah satu wujud perbaikan pemggdeaan pelayanan publik
adalah dibentuknya Badan Penanaman Modal dan RelayRerizinan Terpadu
sejak 21 April 2009 sebagai unit penyelenggaray@glan perijinan dengan pola
layanan satu pintu. Pelayanan publik yang diselerag@n oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadupktn Paser sangat
beragam. Sekian banyak jenis perizinan yang addadan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasedjptertarik meneliti jenis
pelayanan perizinan di bidang pelayanan Izin Mekalir Bangunan (IMB).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang@@an Gedung
disebutkan bangunan gedung sebagai tempat manedekukan kegiatannya,
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peokkan watak,
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia.ldda rangka melaksanakan
rencana tata ruang tersebut, maka perlu adanyd#ikseértizin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang akan memberikan kepastian darinan hukum kepada
masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahud B€itang
Retribusi 1zin  Mendirikan Bangunan, Izin MendirikaBangunan yang
selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang dibenikaleh Bupati kepada orang
pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangseahimgga yang dimaksudkan
agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan barggswn dengan rencana tata
ruang yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan sangenting dalam
pengembangan pembangunan terutama dalam penataagunba dan
lingkungan. Hal ini penting agar sejalan dengandaea Umum Tata Ruang
Kota. Tetapi kenyataannya masih terdapat banyalkalatasdalam pelaksanan
pelayanan perizinan IMB, masalah-masalah tersebotatanya:

a. Ketidakjelasan tenggang waktu penyelesaian pengnrugin Mendirikan
Bangunan.

b. Dari segi persyaratan yang diperlukan masih sdrangelit-belit.

c. Kurangnya informasi mengenaipengurusan lIzin Mekaliri Bangunan baik
melalui penyuluhan berupa sosialisasi kepada malsgamaupun informasi
melalui internet berupaebsite.
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Dengan begitu akibatnya banyak bangunan di KabopReser yang
belum memiliki 1zin Mendirikan Bangunan. Masalahsebut ditemukan saat
peneliti melakukan observasi dilapangan. Dengan ildem terlihat bahwa
Pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal ddsyapan Perizinan
Terpadu Kabupaten Paser belum berjalan dengannmealks

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasaikenntuk meneliti
tentang “Pelayanan lzin Mendirikan Bangunan olelddaPenanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Paser”

Kerangka Dasar Teori
Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentaatpyBnan
Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rargkkegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan pergerundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas bages®y, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggataye@an publik.

Menurut Wasistiono (dalam Saleh, 2010: 24), pelagapublik adalah
sebagai pemberian jasa yang diberikan oleh suag)ianmasi (perusahaan,
pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atapatgpembayaran guna
memenuhi kebutuhan danatau kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Pamudji (dalam Napitupulu, 2Q065), konsep
pelayan publik diturunkan dari makrmblic service yang berarti: berbagai
aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan makgaiekan barang dan jasa.

Prinsip Pelayanan Publik
Prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Ridwan1(@0101) adalah :
1. Kesederhanaan.
2. Kejelasan Persyaratan dan Biaya.
3. Kepastian waktu.
4. Akurasi Produk pelayanan.
5. Keamanan.
6. Tanggungjawab.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana.
8. Kemudahan akses.
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan.
10. Kenyamanan.

Pola Pelayanan Publik
Dalam sistem pelayanan yang berorientasi padaigéfaktdan efisiensi,
dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu :
1. Sistem pelayanan satu at&@mé Roof System).
2. Sistem pelayanan satu pint®ng Door Service).
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3. Sistem pelayanan satu badan/lembagae(Stop service), (Tjokroamidjojo,
1992 :157).

Teori Kelembagaan

Menurut Nasution (2002:10) kelembagaan mempunyageeian sebagai
wadah dan sebagai norma. Lembaga atau institusatad®perangkat aturan,
prosedur, norma perilaku individual dan sangatipgnartinya. Pada dasarnya
kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu :

a. Kelembagaan sebagai suatu aturan maite (of the game) dalam interaksi
personal.
b. Kelembagaan sebagai suatu organisasi yang meimgiarki.

Hendropuspito (dalam Wulandari, 2013:5) lebih samienggunakan kata
institusi daripada lembaga. Menurutnya institusiupakan suatu bentuk
organisasi yang secara tetap tersusun dari potakethkuan, peranan-peranan
dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tergapkebutuhan-kebutuhan
sosial dasar.

Pengertian IMB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nom@ahun 2011
tentang Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan, Izin ideikan Bangunan, yang
selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang dibenikaleh Bupati kepada orang
pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangseahimgga yang dimaksudkan
agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan barggswn dengan rencana tata
ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Daaaghan (KDB), Koefisien
Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangurf&iKB) yang ditetapkan
sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yamgmpati bangunan tersebut.

Menurut Dwi (2008: 11), Izin Mendirikan Bangunaraatlebih sering
dikenal IMB adalah izin yang diberikan untuk melk&n kegiatan membangun
yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunaitaidielah sesuai dengan
ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspeblpigis (perencanaan), aspek
teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, daalagpeingan.
Sedangkan menurut Sutanto (2014:75), Izin MendriBangunan adalah izin
untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah atau mew@siobangunan yang
dikeluarkanoleh Walikota atau pejabat yang berwgnaBerlaku selama
bangunan itu tersebut berdiri dan tidak terjadipehan bentuk atau fungsi.

M etode Penelitian
Jenis Pendlitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalatode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurutniba(2002:41), penelitian
deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhaterhadap masalah-
masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saelitipn dilakukan,
kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelastieadaan dari objek
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penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimd@aaya dan mencoba
menganalisa untuk memberikan kebenarannya berdasddta yang diperoleh.

Fokus Penedlitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskana iyakg menjadi

fokus dalam penelitian ini meliputi:

1.

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan:

Kesederhanaan prosedur

Kejelasan persyaratan dan biaya

Kepastian waktu pelayanan

Akurasi produk IMB

Tanggungjawab penyelenggara pelayanan

Kelengkapan sarana dan prasarana

Kemudahan akses memperoleh informasi pelayanan

. Kedisiplinan pemberi pelayanan

Kendala kendala yang dihadapi oleh Badan PenanaMadal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu dalam pelayanan Meimdirikan Bangunan
di Kabupaten Paser.

Semeo0Ty

Jenis dan Sumber Data

Yang menjadi jenis data dalam penelitian ini dibdalam dua jenis data

antara lain sebagai berikut :

1.

2.

Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh larggdari lapangan atau
tempat penelitian. Bahwa sumber data utama dalamelipan kualitatif
adalah informan penelitian yaitu para pihak yangjadi sumber informasi
yang memahami variabel yang diteliti.

Adapun teknik pemilihan sumber data primer yangudakan peneliti
adalah teknikpurposive sampling yang menurut Sugiyono (2014: 218)
adalahteknik penentuan sampel sumber data dengamipengan tertentu.

Adapun sumber data primer dalam penelitian inituyderasal dari
informan kunci key informan) yakni, Kepala BPMPPT yang dianggap bisa
memberikan informasi yang dibutuhkan, sertdofman) yaitu, pegawai
BPMPPT, serta masyarakat yang pernah mendapat apelay Izin
Mendirikan Bangunan.

Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secark figlagsung untuk

mendukung penulisan pada penelitian.Sumber datandek dalam penelitian ini
meliputi dokumen atau catatan yang ada serta tutiggsan karya ilmiah dari
berbagai media, literatur-literatur, serta arsigr resmi dari BPMPPT
Kabupaten Paser.
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Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi, keterangaer&agan dan data-
data yang diperlukan, peneliti menggunakan tekmkgompulan data sebagai
berikut:
1. Persiapan memasuki kancah penelitigetting in)
2. Ketika berada di lokasi penelitiagetting along)
3. Pengumpulan dat&oggingto data)
Untuk mengumpulkan informasi dan data yang dipenknaka peneliti
dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, tgadiri dari:
1. Observas{observation)
2. Wawancara secara mendal@mdepth interview)
3. Dokumentasi

Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33jladam analisis
data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yangath secara bersamaan. Aktivitas
dalam analisis data yaitu : Data Condensation, Dasplay, dan Conclusion

Drawing/Verifications.

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, mamsian,
menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau meomaasikan data
yang mendekati keseluruhan bagian dari catatamacalapangan secara
tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen,rdateri-materi empiris
lainnya.

2. Penyajian Data (Data Display)
penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penydwamformasi yang
memungkinkan penyimpulan dari aksi. Penyajian ydingaksud meliputi
banyak tipe dari matrik, grafik, kurva, dan jaringgang kesemuanya
dirancang untuk menyatukan berbagi informasi yargrganisir menjadi
dapat diterima dalam pola lengkap sehingga analepst melihat apa yang
sedang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulag yaerata atau
beralih pada langkah berikutnya dari analisis diampanyajian disarankan
akan bergun®engambilan Kesimpulan dan VerifikasDrawing and
Verifying Conclusions)

3. Alur ketiga dari aktivitas analisis adalah pengdamb kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan akhir tidak akan datang lgagpengumpulan data
berakhir, tergantung pada ukuran catatan lapangaengkodeannya,
penyimpanan, dan metode pencarian yang digunaley@; tarik peneliti; dan
batas-batas lain yang dapat ditemukan. Pengamkdaimpulan juga dapat
diverifikasi sebagai tahap analisis. Verifikasi dapmenjadi penentu
sebagaimana lintasan kedua dari pikiran penelitlalme tulisan, dengan
rincian pendek dari catatan-catatan lapangan.
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Hasil Pendlitian
Kesederhanaan Prosedur

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa prosgeligurusannya
sudah baik. Walaupun terdapat kendala yang dihaci@syarakat seperti jika
syarat-syarat terdapat kekurangan sehingga penmfudras bolak-balik kekantor
untuk melengkapi kembali.

Kejelasan Persyaratan dan Biaya

Berdasarkan hasil wawancara, dalam penetapan patayadan biaya
sudah baik namun ada kendala yang dihadapi sqqliedaan persyaratan dan
biaya yang dikenakan pada setiap bangunan dikamarizdrdasarkan nilai fungsi
bangunan dan peruntukan bangunan tersebut, sehieggadang masyarakat
agak mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan

Kepastian Waktu Pelayanan

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, kebijsd@n mendasari
penetapan waktu kepastian pelayanan belum dapatiallén baik, karena dalam
penyelesaian IMB masih memakan waktu yang lama waktu yang telah
dijadwalkan.

Akuras Produk IMB

Hasil wawancara mengenai akurasi produk IMB dapdtakan sudah
baik, walaupun patroli yang dilakukan pihak BPMPB&dak dilakukan rutin
hanya sesekali saja datang kelokasi yang disurvei.

Tanggungjawab Penyelenggara Pelayanan

Hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberaaasumber
menyatakan bahwa tanggungjawab penyelenggara pelaysudah baik karena
berdasarkan TUPOKSI masing-masing. Walaupun tidakang dalam
melaksanakan tanggungjawab pelayanan masih sajaehdzan atau komplain
dari masyarakat yang mengajukan perizinan.

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara mengenai kelengkapan sarana daarpre yang terdapat
di BPMPPT belum dikatakan baik, karena terdapatikgedkekurangan
diantaranya dalam penataan ruang tiap bidang, nmemgurus izin masih kurang
luas dan halaman parkir yang masih belum tertatgaterapi.

Kemudahan Akses Memperoleh Informasi Pelayanan

Wawancara yang dilakukan dari beberapa sumber rakaa bahwa
kemudahan akses dalam memperoleh informasi sudiltkdrana dijangkau oleh
kalangan masyarakat, yaitu melaluiebsite, spanduk, brosur datanner.
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Walaupun penggunaawebsite masih banyak yang belum terupdate sehingga
harus menanyakannya langsung ke BPMPPT .

Kedisiplinan Pemberi Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kedisiplirambpri pelayanan
di BPMPPT, terlihat bahwa pegawai BPMPPT sudah ksalzakan tugasnya
dengan baik dan penuh tanggungjawab. dimana peg@pat waktu dalam
memulai pelayanan dan memberikan pelayanan kepadgamakat berdasarkan
visi dan misi serta motto pelayanan BPMPPT.

Kendala-kendala yang Dihadapi Olen BPMPPT dalam Pelayanan IMB di
Kabupaten Paser

Hasil wawancara dapat disimpulkan, bahwa kendatm#la yang
dihadapi BPMPPT dalam memberikan pelayanan terggndari masyarakat itu
sendiri, karena masyarakat masih tergantung pduk fiedua dalam mengurus
perizinan tersebut sehingga penyampaikan prosedayanan tidak dapat sampai
dengan baik, selain itu kendala yang sedang diha&RBMPPT adalah masalah
teknis, dimana mobil operasional lapangan belusetia untuk melayani hingga
pelosok Kabupaten Paser. Tetapi untuk menanggulkegdala tersebut,
BPMPPT memasariganner dan menyedia brosur di ruang pelayanan.

Pembahasan
Kesederhanaan Prosedur

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti malalvawancara dari
berbagai sumber mengenai prosedur pelayanan IMBmdhal ini sebenarnya
dari pihak BPMPPT telah memberikan prosedur meriggmasyaratan
pengurusan IMB dan masyarakat juga sudah mengethadbwa terdapat
kebijakan dan prosedur dalam pengurusan IMB. Tstapg menjadi masalah
ketika prosedur yang ada mengharuskan masyarakajumes persyaratan yang
diminta dan persyaratan yang diberikan masih kyrang yang membuat
masyarakat harus mengurus kembali persyaratan ymgnta. Pengurusan
persyaratan yang kurang dan masih harus dilengkagnbuat masyarakat
berpendapat bahwa pengurusan izin di BPMPPT berbelit.

Dari pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwsegur izin
mendirikan bangunan di Kabupaten Paser dapat #i#atadak sulit dan tidak
memberatkan masyarakat, apabila masyarakat pendMBs telah terlebih
dahulu melengkapi persyaratan yang diminta. Dalahri sudah sesuai dengan
prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan prosed

Kejelasan Persyaratan dan Biaya

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara aergberapa sumber
dapat diketahui, dalam hal persyaratan ternyatabatberapa persyaratan yang
dibutuhkan untuk mengurus perizinan yang sepertioygup memberatkan
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masyarakat, seperti persyaratan teknis, bagi masyayang ingin membangun
rumah sederhana merasa persyaratan untuk membuortagdenah bangunan
yang memiliki tampak depan dan tampak samping akembuat mereka
mengeluarkan biaya lebih untuk membayar jasa ktarsul

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kejelasasysgatan serta biaya
yang diberikan oleh BPMPPT sudah baik dan sesusjatekebijakan yang ada,
hanya saja masih ada yang memberatkan masyarakadjtthrapkan kedepannya
persyaratan tersebut dapat lebih disederhanakan lag

Kepastian Waktu Pelayanan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukamgenai pelayanan IMB
di BPMPPT Kabupaten Paser untuk masalah kepastektuwpelayanan dapat
dikatakan jauh dari kata memuaskan. Hal ini karpm@ses yang ada selalu
terlambat hingga berminggu-minggu seperti hasil aravara dengan masyarakat
bahwa proses perizinan mendirikan bangunan di Katleap Paser belum
memiliki kepastian waktu karena masih terdapat mwadat yang ketika
mengurus IMB penyelesaiannya masih ada yang memaékiu hingga 2 bulan
tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebelanidgngan ini proses yang
mereka lakukan tidak sesuai dengan kebijakan at¢adabarkan SPP dan SOP
yang ditetapkan.

Akuras Produk IMB

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pergamulMB sudah
memiliki jaminan hukum karena disertai dengan skati dan tanda bukti yang
sah dan pemberian izinnya telah sesuai dengan $tamgita dan peruntukannya.
Tetapi untuk pengawasan yang dilakukan terhadagurem yang sedang proses
pembangunan belum maksimal karena pihak BPMPPK tid@lakukan survei
dan patroli yang berkelanjutan.

Tanggungjawab Penyelenggara Pelayanan

Dari hasil penelitan dimana berbagai keluhan damplain yang
dirasakan oleh masyarakat dapat disampaikan ke BHMRabupaten Paser.
Sehingga keluhan dari masyarakat tadi akan dicatiss terbaik oleh pihak
BPMPPT. Jadi dapat dikatakan, BPMPPT KabupatenrPsa®gai organisasi
pemerintah yang memberikan pelayanan IMB kepada yanasat telah
melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selamiapdingan mengenai
sarana dan prasarana di BPMPPT Kabupaten Pasdrtddjeat masih banyak
kekurangannnya terutama masalah tempat parkirrizagan serta toilet khusus
pemohon yang memadai. Hal tersebut dikarenakanhnkasangnya dana untuk
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memenuhi sarana dan prasarana yang di perlukanasenasih disesuaikan
dengan anggaran yang ada.

Kemudahan Akses Memperoleh Informas Pelayanan

Wawancara yang dilakukan dari beberapa sumber rakaa bahwa
kemudahan akses dalam memperoleh informasi sudlkdrana dijangkau oleh
kalangan masyarakat, yaitu melaluiebsite, spanduk, brosur datvanner.
Walaupun penggunaawebsite masih banyak yang belum terupdate sehingga
harus menanyakannya langsung ke BPMPPT .

Kedisiplinan Pemberi Pelayanan

Dari hasil penelitian di lapangan, kedisiplinan asal pelayanan yang
diberikan pegawai dalam hal ketepatan waktu perbepelayanan kepada
masyarakat juga sudah cukup baik. Dilihat dari pegaBPMPPT langsung
memberikan pelayanan tepat waktu sesuai dengakggmyang tertera sehingga
masyarakat tidak perlu menunggu atau bingung dedamgurus berkas IMB.

Kendala-kendala yang Dihadapi BPMPPT dalam Memberikan Pelayanan

Perizinan IMB di Kabupaten Paser

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dgkllsyanan yang
diberikan oleh BPMPPT Kabupaten Paser antara lain:

1. Masih ditemukannya jasa calo dalam pengurusan IMBlam hal ini
dikarenakan masyarakat yang terkadang malas urdukrdsan sendiri ke
kantor pelayanan IMB dengan bayangan bahwa dalargupesan IMB itu
memerlukan waktu yang lama dan dengan syarat-syang rumit, sehingga
mereka berpendapat jika mengurus dengan jasa cafa @mkan lebih cepat
dan mudah. Padahal kenyataannya jika masyarakaggueakan jasa calo,
berarti mereka perlu menyiapkan dana tambahan lysagdua kali lipat lebih
besar dari biaya retribusi IMB yang telah ditetapka

2. Tidak memadainya sarana mobil operasional untukolpdapangan yang
dampaknya terjadi pada pegawai, sehingga membukérjpan sedikit
terkesan lamban, hal ini terlihat apabila petugstsopi pada hari itu bertugan
mensurvei bangunan di daerah yang jauh dari Iba Katbupaten dan pada
hari yang bersamaan mereka harus mensurvei judaedah lainnya, hal ini
otomatis akan memerlukan waktu yang lama karenanigumya mobil patroli.
Kurangnya pengadan mobil patoli di BPMPPT itu senegrkendala karena
faktor anggaran dana daerah yang mengalami penusefangga untuk saat
ini belum dapat dianggarkan kembali.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui terdapatdeda yang dihadapi
BPMPPT dalam memberikan pelayanan tidak hanyadidam tetapi juga dari
luar. Namun dalam menghadapi berbagai kendalabiergehak BPMPPT selalu
mengupayakan berbagai upaya untuk mengatasinya.
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Kesmpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapaik dkesimpulan,
yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur pengurusan, akurasi produk, tanggungjavpemyelenggara
pelayanan, kejelasan persyaratan dan biaya sergsid@an pemberi
pelayanan IMB pada BPMPPT Kabupaten Paser dapatatti&n baik karena
semua bentuk informasi mengenai pelayanan IMB suldgat diterima oleh
masyarakat, sedangkan kepastian waktu pelayanam lalpat dikatakan baik
karena pelayanan yang diberikan terkadang lambatwasktu penyelesaian
sangat jauh dari SOP yang diberikan. Kelengkapeamaadan prasarana masih
ada kekurangan seperti lahan parkir, luas ruangelef serta mobil patroli
untuk melakukan pengawasan lapangan belum tersedia.

2. Kendala-kendala yang dihadapi BPMPPT Kabupaten rPadalam
memberikan pelayanan IMB yakni masih adanya jasa yang digunakan
para pemohon, ketidaktersedianya mobil operasiamatuk melakukan
pangawasan bangunan yang memiliki jarak tempuh jarg

Saran

1. BPMPPT Kabupaten Paser sebaiknya tetap melakukampenan pengadaan
barang kepada Pemerintah Kabupaten Paser untukngkel@ sarana dan
prasarana yang belum memadai, diantaranya seeketidi, dispenser, toilet,
tambahan ruang, mobil operasional dan tempat pyakig lebih memadai.

2. BPMPPT Kabupaten Paser sebaiknya mengadakan sasiaecara langsung
kepada masyarakat mengenai prosedur serta peesyaddlam proses
pengurusan IMB agar tidak terjadi lagi masyarakahgy mengurus IMB
dengan berkas yang tidak lengkap, mengurus IMB @lepgrantara atau calo
dan agar masyarakat lebih paham bagaimana mengtbtaya retribusi IMB
yang akan mereka ajukan. Sosialisasi dilakukan agayarakat benar- benar
paham tentang setiap persyaratan yang dibutuhkarbeaar- benar paham
bagaimana prosedur dari penerbitan IMB itu sendiri.
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